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Abstract 

Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds also have obligations, one of which 

is to read the deed in front of the audience. The research method used in this article is normative research. 

The result of the discussion of this article is that the Notary is responsible for the deed he makes, starting 

from the making, reading to signing, the reading of the deed must be carried out by the Notary even though 

the Notary has attribution authority and can delegate it to staff but the deed read by the staff can be 

considered null and void. The conclusion of this article is that the reading of the deed must be carried out 

by the Notary Public, the Notary's responsibility if the deed is read by the staff, namely receiving 

administrative sanctions or sanctions from the Notary's code of ethics and if there is an error that harms 

the parties, the Notary is liable in civil terms by compensating for losses. 

Keywords: notary; responsible; reading of the deed 

Abstrak 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik juga mempunyai kewajiban 

salah satunya yaitu pembacaan akta dihadapan penghadap. Metode penelitian yang digunakan artikel ini 

adalan penelitian normatif. Hasil pembahasan artikel ini yaitu Notaris bertanggung jawab atas akta yang 

dibuatnya mulai dari pembuatan, pembacaan sampai dengan penandatanganan, pembacaan akta wajib 

dilakukan oleh Notaris meskipun Notaris mempunyai kewenangan atribusi dan bisa melimpahkan ke staf 

tetapi akta yang dibacakan oleh staf bisa dianggap batal demi hukum. Simpulan dari artikel ini yaitu 

pembacaan akta wajib dilakukan oleh Notaris, tanggung jawab Notaris jika akta dibacakan oleh staf yaitu 

menerima sanksi administratif atau sanksi dari kode etik Notaris dan jika terdapat kesalahan yang 

merugikan para pihak maka Notaris bertanggung jawab secara perdata dengan mengganti kerugian. 

Kata Kunci: notaris; tanggung jawab; pembacaan akta 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta 

otentik. Pengertian Notaris itu sendiri yaitu Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan 

kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) bahwa 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 
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kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya. Tugas dari seorang Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para 

pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris 

adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum (Kie, 2007). Selain itu, Notaris juga 

mempunyai kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya. 

Kewenangan Notaris adalah kewenangan yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian 

kewenangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan 

atau aturan hukum. Notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yakni 

UUJN, yang berarti juga kewenangan tersebut sebatas apa yang diberikan oleh UUJN (Adjie, 

2011). Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN. 

Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana yang disebutkan 

dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, dalam pembuatan akta Notaris harus memperhatikan data-data yang 

ada di lapangan dan didasarkan pada fakta yang ada. Hal yang terpenting lainnya bagi Notaris 

dalam melaksanakan kewajibannya yang sering menimbulkan pertanyaan dan penyimpangan 

dalam pelaksanaannya yaitu terkait dengan pembacan akta yang diatur dalam Pasali16 ayati(1) 

hurufim Undang-UndangiNomor 2 Tahuni2014 dimanaiNotaris wajib untuk membacakan Aktaidi 

hadapan para penghadap denganidihadiri olehipaling sedikiti2 (dua) orangisaksi, ataui4 (empat) 

orang saksiikhusus untukipembuatan Aktaiwasiat diibawahitangan, daniditandatangani padaisaat 

ituijuga oleh penghadap, isaksi, daniNotaris. Dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidakselarasan 

atau perbedaan antara Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P dengan kenyatannya, dimana banyak 

Notaris yang mewakilkan pembacaan akta kepada staff nya untuk membacakan akta dihadapan 

penghadap, sedangkan dalam UUJNP yang wajib untuk membacakan akta dihadapan penghadap 

yaitu Notaris itu sendiri. Ketika Notaris tidak menjalankan kewenangannya dan kewajibannya 

maka akan mendapatkan sanksiiyang tegasisebagaimana yangitelah diaturidalam Undang-

undangiataupun Kode Etik Notaris. Berdasarkanilatar belakangipermasalahan diatasimaka artikel 

iniiakan membahasimengenai tanggung jawab Notaris terkait dengan pembacaan akta dnegan judul 

“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta”. 

Teoriiyang digunakanioleh artikeliini untukimenjawab permasalahaniyang ada dalam 

artikel ini yaitu teoriitanggung jawabihukum. Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan 

bahwa tanggung jawab hukum yaitu: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia 



NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 
 

811 
 

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2007). 

Sedangkan pengertian lain dari tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang 

dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan hukum (Salim, 2013). 

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah 

liability itu sendiri lebih mengarah ke pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat 

akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk 

pada pertanggungjawaban politik (Ridwan, 2006). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada 

makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori 

tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty yaitu sebagai suatu konsep yang terkait dengan 

kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa 

dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum (Azheri, 

2011). Teori ini akan digunakan untuk membahas terkait dnegan tanggung jawab Notaris dalam 

menjalankan kewajibannya yaitu khususnya dalam hal pembacaan akta. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka artikel ini akan membahas 

permsalahan terkait dnegan bagaimana tanggung jawab Notaris terkait dengan kewajiban dalam 

pembacaan akta dihadapan penghadap? 

Beberapa artikel yang telah ada diantaranya, artikel yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris 

Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta” merupakan artikel yang dapat 

dipertanggung jawabkan keasliannya, untuk membuktikan keaslian dari artikel ini maka artikel ini 

akan dibandingkan dengan artikel penelitian yang mempunyai tema yang sama yaitu terkait dengan 

kewajiban Notaris dalam hal pembacaan akta. Penelitian pertama berjudul “Tanggung Jawab 

Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap” ditulis 

olehiMuhammad TiantanikiCitraiMido, dimana penelitian tersebut memfokuskan topik 

pembahasannya terkait dengan alasaniNotaris menyerahkanikewajiban membacakaniakta 

kepadaistaf Notarisidi hadapanipenghadap, implikasiihukum terhadapiakta Notarisiyang 

dibacakanioleh karyawan atau stafiNotaris diihadapanipenghadap, danibagaimana tanggungijawab 

perdataiNotaris terhadapiakta yangidibacakan oleh karyawan atau stafiNotaris 

diihadapanipenghadap (Mido, 2018). Artikel yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta 

yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap” yang ditulis oleh IiWayan AryaiKurniawan, 

dimana artikel ini lebih memfokuskan topik pembahasannya mengenai kedudukaniakta 

notarisiyangitidak dibacakanioleh notarisidihadapan paraipenghadap (Kurniawan, 2018). 
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Artikel dari Dwi Merlyani dengan judul penelitian “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik 

Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary”, dimana artikel ini 

memfokuskan pada topik pembahasan terkait dengan menganalisisifilosofi mengenai 

pembacaaniakta otentikioleh notarisidi hadapanipenghadap. Berdasarkan artikel penelitian tersebut 

diatas jika dibandingkan dengan pembahasan artikel ini yaitu memfokuskan pembahasannya hanya 

terkait denganitanggung jawabiNotaris terkait dengan kewajiban dalamipembacaaniakta dihadapan 

penghadap, maka dapat disimpulkan bahwa artikel yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris 

Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta” mempunyai perbedaan dengan artikel 

penelitian diatas yang mempunyai tema yang smaa tetapi mempunyai topik pembahasan yang 

berbeda maka artikel ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan oleh artikel ini yaitu penelitian normatif. Penelitian 

Hukum Normatif merupakan salah satu dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, 

penelitianihukum normatifiadalah suatuiproses untukimenemukan suatuiaturan hukum, prinsip-

prinsipihukum, maupunidoktrin-doktrin hukumiguna menjawabiisu hukum yang sedang dihadapi 

(Marzuki, 2010). Padaipenelitian hukumijenis ini, seringkaliihukum dikonsepkanisebagai apaiyang 

tertulisidalam peraturaniperundang-undangan atauihukum dikonsepkanisebagai kaidahiatau 

normaiyang merupakanipatokan berperilakuimanusia yang dianggapipantas. Data yang digunakan 

dalamipenelitian normative yaituiberupa buku-buku, peraturaniperundang-undangan, keputusan-

keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka (Ashofa, 

1996). Dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan 

Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturanilain yangiterkait, bahanihukum sekunderiberupa 

literature-literatur sepertiibuku, artikel ataupun jurnal, danilainnya, terakhir bahanihukum 

tersieriseperti internet, ataupunikamus hukumidan sejenisnya. Teknikipengumpulan dataiyang 

digunakaniyaitu studiidokumen. Metode analisisidata yangidigunakan oleh artikel ini untuk 

menganalisa atau menganalisis dan mengolah data yaitu dengan pendekatan kualitatif. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tanggung Jawab Notaris TerkaitiDengan KewajibaniDalam Pembacaan AktaiDihadapan 

Penghadapi 
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Notarisidalam menjalankanijabatannya mempunyai suatu kewenangan dan kewajiban yang 

harus dipenuhi dan dilaksanakanisesuai denganiperaturan yangiada yaitu sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-UndangiNomor 2iTahun 2014iTentang Perubahaniatas Undang-Undang Nomori30 

Tahuni2004 Tentang Jabatan Notaris atau biasa disingkat dnegan UUJN. Kewenangan Notaris itu 

sendiri diatur dalam Pasal 15 UUJN sedangkaniKewajiban Notarisidiatur dalamiPasal 16iUUJN. 

Kewajiban Notaris yang sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu sebagaimana 

tercantum dan dijelaskan dalamiPasal 16iayat (1) ihuruf miUUJN dimanaiNotaris dalamimenjalankan 

jabatannyaiwajib untuk membacakan Aktaidi hadapanipenghadapidengan dihadiriioleh saksi paling 

sedikit sejumlah 2 (dua) orang saksi, ataui4 (empat) iorang saksi yang khususiuntuk pembuataniAkta 

wasiatidi bawahitangan, daniditandatangani padaisaat ituijuga olehipenghadap, saksi, daniNotaris. 

Pembacaaniakta dinilai snagat penting karena berkaitan dengan pembuktian khususnya kekuatan dari 

pembuktian formil itu sendiri, dimana akta notaris tersebut harus mempunyai dan memberikan 

kepastian hukum terkait dengan pernyatan ataupun kepastian dari segalaihal yangidicantumkan serta 

yang diuraikanidalam aktaitersebutimerupakan kebenaranidan sesuaiidengan keinginaniatau hal 

yangidikehendaki oleh para penghadap. Tetapi berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti lain terkait dengan pembacaan akta masih terdapat penyimpangan di lapangan, dimana 

pembacaan akta yang umumnya dan seharusnyaidibacakan olehiNotaris diihadapan penghadapidan 

saksiitetapi akta dibacakan oleh staff Notaris, hal ini menimbulkan ketidak sesuaian antara pelaksanaan 

dengan aturan yang ada. 

Pembacaaniakta Notaris yangidilakukan olehistaf notaris atas perintah Notarisidikatakan sah dan 

dapat dilakukan karena Notaris mempunyaiikewenangan atribusiiyang bersumberidan 

diberikanilangsung olehiundang-undang, sertaidiangkat secaraidelegasi olehipejabatipemerintah 

dalamihal iniiyaitu KementerianiHukum daniHak AsasiiManusia untukimenjalankan tugas dan 

jabatannya. Wewenangiatau seringipula ditulisidengan istilahiKewenangan merupakanisuatu 

tindakanihukum yangidiatur danidiberikan kepadaisuatu jabatan yang berdasarkaniperaturan 

perundang-undanganiyang berlakuiguna mengaturijabatan yangibersangkutan (Adjie, 2008). Notaris 

dalam menjalankan tugasnya atau jabatannyaimempunyai hakiserta wewenangiuntuk 

memberikaniperintah kepada salah satuistafnya untukimenjalankan wewenangnyaitermasuk dalamihal 

pembacaan akta, dengan ketentuan jika akta tersebut dibacakan oleh staf atauiasisten  Notaris, 

maupuniakta tersebutidibacakan tetapiitidak semuaiyang dibacakanidan aktaidibacakan tapiibukan 

olehiNotaris ituisendiri melainkanidibacakan olehikaryawan atauiasisten Notarisiatau apabilaipara 
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pihakiyang berkehendakiuntuk tidakidibacakan, notarisitidak bolehimencantumkan dalamibagian 

penutupiakta bahwainotarisitelahimembacakaniakta danipara penghadapitelah  mengertiiisi dariiakta 

tersebut. Haliini akaniberakibat padaiakta yangdibuat olehinotaris  tersebut tidakisesuai denganiapa 

yangidikehendaki olehipenghadap, atauipara penghadapimungkinitidak memahamiiisiiakta, 

sehinggaiakan menimbulkanisalah  pengertianidan multitafsir mengenaiiisi dariiakta yangidibuat 

notarisitersebut, akibatnyaisalah satuipihak dalamiakta bisaimelakukan wanprestasiiatau aktaitidak 

dapatidipergunakan sebagaimanaimestinya. 

Perlu digaris bawahi terkait dengan kepastian hukum dari akta serta tanggung jawab Notaris 

terkait dengan kewajibannya. Pembacaan akta merupakan serangkaian dari proses pembuatan akta oleh 

Notaris, dimana akta Notaris mempunyai kepastian hukum, jika dalam proses pembacaan akta ini tidak 

dilakukan oleh Notaris maka menyalahi atau menyimpangi aturan yang ada maka kedudukan akta 

Notaris tersebut dapat diragukan kepastian hukumya. Maka dari itu pembacaan akta harus dilakukan 

oleh Notaris sendiri tanpa mewakilkan kepada stafnya. Tujuan dariipembacaan aktaioleh Notaris itu 

sendiri yaitu agar Notaris paham dan bisa memastikan isi dari akta tersebut pada para penghadap. 

Akibat dari pembacaan aktaiyang dibacakanioleh stafiatau selain Notarisiyaitu aktaitersebut dianggap 

telah cacatihukumidan mempunyaiikekuatan hukumisetara denganiakta bawahitangan serta bisa batal 

demi hukum. Akta otentikiyang hanyaimempunyai kekuatanipembuktian dibawahitangan 

tersebutitidak menjadiimasalah sepanjangidalam aktaitersebut hanyaimengatur mengenai 

perjanjianiyang telah disepakatiioleh paraipihak yangitelah mengakuiikebenaran semuaiperbuatan 

yangidilakukan dalamiaktaitersebut. Tetapiihal iniiakan bermasalahiketika aktaiyang 

dibuatitersebutimerupakan syarat dari lahirnya suatuihubungan hukumiyang telahiditentukan dan 

ditetapkan olehiUndang-Undang (Kartikosari, 2017). Akta Notaris dalam pembuatannya harus 

memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 1868 KUHPerdata yaituiSuatu aktaiotentik adalahisuatu 

aktaiyang dibuatidalam bentukiyang telah ditentukan olehiUndang-Undang atau oleh di 

hadapanipejabat umumiyang berwenangiuntuk ituidi tempatiakta ituidibuat. 

Jika Notaris mewakilkan pembacaan akta kepada staf maka notaris telah melanggar 

kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Notaris wajib bertanggung 

jawab jika hal tersebut membuat kerugian bagi para penghadap karenaiaktaitersebut 

merupakanitanggung jawabipenuh dariiNotaris. Notaris akan dikenai sanksi berupa sanksi 

administrarif. Pengaturanisanksi administratifidalam UUJNiyaitu denganimenempatkaniteguran 

tertulisipada urutanipertama pemberianisanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari 
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Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindak lanjuti dengan pemberhentian sementara, jika 

sanksi seperti ini tidak dipenuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi 

berikutnya secara berjenjang. Penerapan ketentuan pasal di atas tentunya harus memperhatikan tingkat 

berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Notaris, dalam arti bahwa penerapan sanksi tersebut 

sifatnya gradual atau berjenjang. Sedangkan pengaturan tentang sanksi dalam Kode Etik Notaris diatur 

dalam Pasal 6. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang 

melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) 

dari keanggotaan perkumpulan dan onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan. Terkait 

dengan teori tanggung jawab hukum dimana tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang 

dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini dapat 

dipahami bahwa Notaris sebagai pelaku perbuatan hukum wajib bertanggung jawab atas semua hal 

yang dilakukan olehnya ataupun hal yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur 

dalam Undang-Undnag Jabatan Notaris. Jika terjadi kesalahan ataupun penyimpangan yang dilakukan 

oleh Notaris dalam menjalankan kewajibannya khususnya dalam hal pembacaan akta dan 

menimbulkan kerugian bagi para pihak maka Notaris harus bertanggung jawab secara perdata dengan 

menerima sanksi administratif ataupun mengganti kerugian jika kesalahan tersebut menimbulkan 

kerugian bagi para pihak. 

 

D. SIMPULAN 

Simpulan dari hasil pembahasa artikel diatas terkait dengan tanggung jawab Notaris terhadap 

kewajibannya dalam hal pembacaan akta yaitu Notaris wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan 

Pasal 16 UUJN termasuk kewajiban dalam membacakan akta yang wajib dan harus dilakukanioleh 

Notarisisendiri dan tidakiboleh dilimpahkan kepada staf ataupun karyawan Notaris walaupun Notaris 

mempunyai kewenangan atribusi tetapi jikaipembacaaniakta tersebut dilakukan oleh stafimaka 

aktaitersebut bisa diragukan kepastian hukumnya dan jika terjadi kesalahan dalam akta tersebut pada 

saat pembacaan akta maka akta tersebut dinilai cacat hukum. Jika kesalahan dalam akta tersebut 

menyebabkan kerugian maka Notaris wajib bertanggung jawab. Tanggung jawab Notaris terkait 

dengan pembacaan akta yang dilakukan oleh stafnya yaitu dengan tanggung jawab perdata dimana 

Notaris dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksiikode etikiNotaris dan mengganti kerugian 

para pihak jika merugikan para pihak. 
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